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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BUPATITABALONG,
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2020 nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6396);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4028);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum [LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor137,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4738);
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor166,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6385);

25. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor754);

26. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1425);

27. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha MilikDaerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor305, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6173);
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PERATURANDAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

BUPATITABALONG

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG

Dengan Persetujuan Bersama

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor02);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor02);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor09);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor06 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 {Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor06};
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c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah
(Rp33.802.800.986,82) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan (Rp154.472.577.252,68)
2. Realisasi Rp120.669.776.265,86

Selisih Lebih / (Kurang) = (Rp33.802.800.986,82)

= Rpl.380.906.956.732,67
Rp283.668. 70 1.436,05Selisih Lebih / (Kurang)

2. Realisasi

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja + transfer sejumlah
Rp283.668. 701.436,05 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja + Transfer Setelah = Rp1.664.575.658.168,72

Perubahan

Selisih Lebih / (Kurang)

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejurnlah Rp8.526.347.917,51
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan = Rp1.510.103.080.916,04
2. Realisasi = Rp1.501.576.732.998,53

= RpB.526.347.917,51

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

Pasal 3

Rp99.972.577.252,68

Rp104.972.577.252,68
Rp5.000.000.000,00

c. Pembiayaan:
Penerimaan
Pengeluaran =

Pembiayaan Netto

=

=a. Pendapatan
b. Belanja + Transfer

Surplus

Rp1.501.576.732.998,53
Rp1.380.906.956.732,67
Rp120.669.776.265,86

=

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :

Pasal2

(1) Pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2020
berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Zperusahaan
daerah.

Pasal 1
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a. Lampiran I
1.Lampiran 1.1

Laporan Realiasasi Anggaran (Format SAP);
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja,
Dan Pembiayaan;

2. Lampiran 1.2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
g Tahun 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal6

a. Saldo Kas 1 Januari 2020 = Rp104.972.577.252,68
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp331.974.153.689,86
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp216.304.377.424)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan = Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris = RI2 0100

Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020 = Rp220.642.353.518,54

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Pasal 5

= Rp4.006.750.898.412,35
= Rp139.250.363.816,17
= Rp3.867.500.534.596,18

a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas Dana

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020
sebagai berikut:

Pasal4

= Rp154.472.577.252,68
Rp.99.972.577.252,68

= (Rp54.500.000.000,00)

Rp5.000.000.000,00

Rp10.000.000.000,00
Rp5.000.000 .000,00

= Rp164.472.577.252,68
= Rp104.972.577.252,68
= Rp59.500.000.000,OO

b. Realisasi
Selisih Lebih / (Kurang)

2. Pengeluaran
a. Setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih / (Kurang)
3. Pembiayaan Netto

a. Setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih / (Kurang)

sejumlahd. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan
(Rp54.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Penerimaan

a. Setelah Perubahan
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasallO

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal9

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal8

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Programdan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
Laporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal(Investasi)Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan AsetTetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi AsetTetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar KewajibanJangka Pendek;
Daftar KewajibanJangka Panjang;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tabun dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun AnggaranBerikutnya (DP-L);
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah.
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b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. LampiranXV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX

t. LampiranXX

4. Lampiran 1.4

3. Lampiran 1.3
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINS}

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 04

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

(SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 \.gu 1:; us 2021

ANANG SYAKHFIANI

BUPATI TABALONG,

nitp.t~nk~n di Tarriunc-----r--·-- - ----."----0
pada tanggal ~1 ·..~Ul!ltUB 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong.
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